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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 

 

Nomor 13   Tahun 2008 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 13 TAHUN 2008 

TENTANG  

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH 
AIR MINUM (PDAM) TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

WALIKOTA TANGERANG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk 
pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang, perlu dilakukan 
Penyertaan Modal Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal 
Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4001); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4490); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Permerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

15. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 1995 Nomor 4 
Seri D); 

16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 
11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamdaya 
Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Tahun 2002 Nomor 8 Seri B); 
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17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kepengurusan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tangerang; 

18. Peraturan Daerah Nomor  9 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Nomor 5 Tahun 2007); 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengeloaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 
Tahun 2007); 

  
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 
dan 

WALIKOTA TANGERANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA 
BENTENG KOTA TANGERANG. 

 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang. 

3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng 
Kota Tangerang. 

4. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum 
dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat 
dinilai dengan uang. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut : 

a. memperkuat struktur permodalan PDAM; 

b. menciptakan tertib administrasi asset Daerah dan asset PDAM; 

c. melaksanakan tangungjawab Pemerintah dalam pelayanan air 
minum terhadap masyarakat; 

d. menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi 
sumber pendapatan daerah. 

 

 

 


